PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA

TIDAK TERUTANG
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 187/PMK.03/2015,
tanggal 30 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengem-
balian kelebihan pembayaran pajak yang seharus-
nya tidak terutang telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum ter-
hadap pelaksanaan tata cara pengembalian atas
kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya ti-
dak terutang, perlu mengatur kembali ketentuan
mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan
pembayaran pajak yang seharusnya tidak teru-
tang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta un-
tuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan se-
bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan
Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Teru-
tang;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ke-
tentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 4999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEM-
BAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TER-
UTANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-
Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 20089.

2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat
SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digu-
nakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan perpajakan.

3. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

4. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pa-
jak atau Bagian Tahun Pajak.

5. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang selanjut-
nya disingkat SKPLB adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari-
pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak

terutang.
6. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak vang
selanjutnya

disingkat SPMKP adalah surat
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perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak ke-
pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
sebagai dasar kampensasi Utang Pajak dan/atau
dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran
pajak kepada Waijib Pajak.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang
selanjutnya disingkat P3B adalah perjanjian an-
tara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah
negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mence-
gah terjadinya pengenaan pajak berganda dan
pengelakan pajak.

Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran
Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga,
dan Pajak dalam rangka impor yang selanjutnya
disingkat SPKPBM adalah formulir penagihan un-
tuk menagih bea masuk, cukai, denda adminis-
trasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor yang
tidak atau kurang dibayar oleh impeortir, pengang-
kut, pengusaha tempat penimbunan sementara,
pengusaha tempat penimbunan berikat, atau pen-
gusaha pengurusan jasa kepabeanan, yang diter-
bitkan oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
yang mengatur mengenai tata cara penagihan
piutang bea masuk, cukai, denda administrasi,
bunga, dan pajak dalam rangka impor.

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean yang
selanjutnya disingkat SPTNP adalah surat peneta-
pan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menga-
tur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pa-
bean, dan sanksi administrasi, serta penetapan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea
dan cukai. '

Surat Penetapan Pabean yang selanjutnya dising-
kat SPP adalah surat penetapan pejabat bea dan
cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata
cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi ad-
ministrasi, serta penetapan Direktur Jenderzal Bea
dan Cukai atau pejabat bea dan cukai.

Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Ni-

lai Pabean yang selanjutnya disingkat SPKTNP
adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai tata cara
penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi adminis-

. Prosedur

irasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai atau pejabat bea dan cukai.

. Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Luar

Negeri yang selanjutnya disebut SKD Subjek Pa-
jak Luar Negeri adalah surat keterangan yang
ditérbitkan oleh pejabat yang berwenang di hi-
dang perpajakan (Competent Authority) atau pe-
jabat yang ditunjuk berdasarkan P3B yang herisi
status domisili {resident) Subjek Pajak Luar Neg-
eri dengan menggunakan formulir sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bi-
dang perpajakan.

Persetujuan Bersama atau Mutual
Agreement Procedure yang selanjutnya disebut
MAP adalah prosedur administratif yang diatur
dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan
yang timbul dalam penerapan P3B.

. Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah dis-

epakati dalam penerapan P3B oleh pejabat yang
berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemer-
intah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sehu-
bungan dengan MAP yang telah dilaksanakan.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Permohonan pengembalian atas keiebihan

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
dapat diajukan dalam hal:

a.

te/rdapat pembayaran pajak yang bukan merupak-
an objek pajak yang terutang atau yang seharus-
nya tidak terutang;

terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib
Pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka im-
por;

terdapat kesalahan pemotongan atau pemung-
utan yang mengakibatkan pajak yang dipotong
atau dipungut lebih besar daripada pajak yang se-
harusnya dipotong atau dipungut;

terdapat kesalahan pemotongan atau pemung-
utan yang bukan merupakan abjek pajak; atau
terdapat kelebihan pemotongan atau pemung-
utan Pajak Penghasilan terkait penerapan P3B
bagi Subjek Pajak Luar Negeri.

BAB IlI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK ATAS PEMBAYARAN FPAJAK
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OLEH PIHAK PEMBAYAR
Pasal 3
Pembayaran pajak yang bukan merupakan ob-

jek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a dapat berupa: ]

a.

(1)

(6)

pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak
yang terutang;

pembayaran pajak atas transaksi yang dibatal-
kan;

pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar;
atau '

pembayaran pajak terkait dengan permintaan
penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44B Undang-Undang KUP yang tidak disetujui.

Pasal 4

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dapat diminta Igembali oleh pihak pem-

bayar yang bersangkijtan dengan mengajukan

permchonan.

Pihak pembayar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi: \

a. Wajib Pajak orang pribadi;

b. Wajib Pajak badan; dan

c. orang pribadi atau badan yang tidak diwajib-
kan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Permohonan pengembalian diajukan secara tertu-

lis dalam bahasa Indonesia.

Permohonan pengembalian harus ditandatangani

oleh pihak pembayar.

Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bu-

kan pihak pembayar, permohonan harus dilampiri

dengan surat kuasa khusus sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Permohonan pengembalian harus dilampiri den-

gan dokumen berupa: \

a. asli bukti pembayaran pajak berupa Surat
Setoran Pajak atau sarana administrasi lain
yang dipersamakan dengan Surat Setcran Pa-
jak; A :

b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak
terutang; dan

c. alasan permohonan pengembalian atas kelebi-
han pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang.

(7}

~(8)

(9}

(1)

(2)

(3)

(4)

(b).

(6)

Permohonan pengembalian disampaikan secara

langsung ke: ’

a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar; atau

b. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjan-
va meliputi tempat tinggal orang pribadi atau
tempat kedudukan badan, dalam hal orang
pribadi atau badan tersebut tidak diwajibkan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,

dan kepadanya diberikan bukti penerimaan surat.

Selain penyampaian permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat {7), permohonan dapat dis-

ampaikan melalui:

a. pos dengan bukti pengiriman surat; atau

b. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir den-
gan bukti pengiriman surat.

Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman

surat sebagaimana dimaksud pada ayat {7) atau

ayat (B) merupakan bukti penerimaan surat per-

mohonan.

Pasal 5

Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pem-
bayaran pajak berdasarkan permohonan pengem-
balian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Dalam rangka meneliti kebenaran pembavyaran
pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta do-
kumen dan/atau keterangan kepada pemohon.
Hasil penelitian berupa pengembalian diberikan
dalam hal memenuhi ketentuan:
a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah
- dibayar ke kas negara; dan
b. pajak yang seharusnya tidak terutang telah

dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a

tidak dikreditkan dalam SPT.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
Dalam hal laporan hasil penelitian terdapat kele-
bihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
SKPLB.
Dalam hal laporan®hasil penelitian tidak terdapat
kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya ti-
dak terutang, Direktur Jenderal Pajak menyam-
paikan surat pemberitahuan penolakan kepada
pemohon.

Pasal 6
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(1) Dalam hal pihak pembayar pajak merupakan Wa-
jib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan,
SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat () diterbitkan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan yang mengatur ten-
tang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak
dan surat tagihan pajak.

(2} Dalam hal pihak pembayar pajak merupakan
orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, SKPLB seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diter-
bitkan dengan mengisi kolom Nomor Pokok Waijib
Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pada 9 (sembilan) digit pertama dicantumkan
angka 0 (nal);

b. pada 3 (tiga) digit berikutnya dicantumkan
angka kode Kantor Pelayanan Pajak tempat
permohonan diajukan; dan

c. pada 3 {tiga) digit terakhir dicantumkan angka
0 (nol).

Pasal 7
(1) Pengembalian pajak yahg seharusnya tidak teru-
tang atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui penerbitan
SPMKP sesuai dengan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan yang mengatur tentang tata

cara penghitungan dan pengembalian kelebihan -

pembayaran pajak.

{2) Pengembalian pajak yang seharusnya tidak teru-
tang atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalém
Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui penerbitan
SPMKP ke rekening bank di Indonesia dalam mata
uang Rupiah atas nama crang pribadi atau badan
yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wa-
jib Pajak. )

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

ATAS KELEBIHAN PAJAK DALAM RANGKA IMPCR

Pasal 8
Kelebihan pembayaran pajak yang terkait den-
gan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 huruf b meliputi Pajak Penghasilan

Pasal 22 impor, Pajak Pertambahan Nilai impor, dan/

atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah impor yang

telah dibayar dan tercantum dalam:

a. SPTNP atau SPKTNP;

b. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan
keputusan keberatan;

c. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan
keputusan keberatan dan putusan banding;

d. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan
keputusan keberatan, putusan banding, dan pu-
tusan peninjauan kembali;

e. SPKTNP yang telah diterbitkan putusan banding;

f. SPKTNP yang telah diterbitkan putusan banding
dan putusan peninjauan kembali; atau

g. dokumen yang berisi pembatalan impor yang
telah disetujui oleh pejabat yang berwenang,

yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran

pajak.

Pasal 9

(1) Kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dim-
inta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan
dengan mengajukan permohonan.

(2) Waijib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
meliputi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pa-
jak badan.

(3) Permohonan pengembalian diajukan secara tertu-
lis dalam bahasa Indonesia.

(4} Permohonan pengembalian harus ditandatangani
oleh Wajib Pajak.

(5) Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bu-
kan Wajib Pajak, permchonan harus dilampiri
dengan surat kuasa khusus sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan di hidang
perpajakan.

{6) Permohonan pengembalian harus dilampiri den-
gan dokumen berupa:

a. fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat
setoran pabean cukai dan pajak atau sarana
administrasi lain yang dipersamakan dengan
surat setoran pabean cukai dan pajak;

b. fotokopi SPTNP,- SPKTNP, SPKPBM, SPP,
atau dokumen yang berisi pembatalan impor
yang telah disetujui oleh pejabat yang ber-
wenang;

c. fotokopi keputusan keberatan, putusan band-
ing, dan/atau putusan peninjauan kembali
yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPK-
PBM, atau SPP, dalam hal diajukan keberatan,
banding dan/atau peninjauan kembali terha-
dap SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPFP;
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(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

d. penghitungan pajak yang seharusnya tidak
terutang; dan

e. alasan permohonan pengembalian atas kelebi-

han pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang.
Permohonan pengembalian disampaikan secara
langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wa-
jib Pajak terdaftar dan kepadanya diberikan bukti
penerimaan surat.
Selain penyampaian permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), permohonan !dapat dis-
ampaikan melalui:
a. pos dengan hukti pengiriman surat; atau
b. perusahaan jasa ekspédisi atau jasa kurir den-
gan bukti pengiriman surat.
Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman
surat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau
ayat (8} merupakan bukti penerimaan surat per-
mohonan.

Pasal 10

Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pem-

bayaran pajak berdasarkan permohonan pengem-

balian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Dalam rangka meneliti kebenaran pembayaran

pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta do-

kumen dan/atau keterangan kepada pemohon.

Hasil penelitian berupa pengembalian diberikan

dalam hal memenuhi ketentuan:

a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah
dibayar atau disetor ke kas negara;

b. dalam hal pajak yang telah dibayar atau di-
setor sebagaimana dimaksud pada huruf
a terkait dengan PPh Pasal 22 impor, pajak
tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan
Pajak Penghasilan;

c. dalam hal pajak yang telah dibayar atau di-
setor sebagaimana dimaksud pada huruf a
terkait dengan PPN impor dan SPT Tahunan
Tahun Pajak terjadinya pembayaran telah di-
laporkan, pajak tersebut tidak dikreditkan
dalam SPT Masa PPN, tidak dibebankan se-
bagai biaya dalam SPT Tahunan Pajak Peng-
hasilan, atau tidak dikapitalisasi dalam harga
perolehan; dan

d. dalam hal pajak yang telah dibayar atau di-
setor sebagaimana dimaksud pada huruf a
terkait dengan PPnBM impor, pajak tersebut

il
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{4)

{5)

(6}

(1)

{2)

(1)
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tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT
Tahunan Pajak Penghasilan atau tidak dikapi-
talisasi dalam harga perolehan.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam lapcran hasil penelitian.
Dalam hai berdasarkan laporan hasil penelitian
terdapat kelebihan pembayaran pajak yang se-

. harusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak

menerbitkan SKPLB.

Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian ti-
dak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang
seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pa-
jak menyampaikan surat pemberitahuan peno-
lakan kepada pemohon.

Pasal 11

SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat'(b) diterbitkan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan yang mengatur ten-
tang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak
dan surat tagihan pajak. 3
Pengembalian pajak yang seharusnya tidak teru-
tang atas SKPLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)} dilakukan melalui penerbitan SPMKP ses-
uai dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan yang mengatur tentang tata cara penghi-
tungan dan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak.

BAB V
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK ATAS KESALAHAN PEMOTONGAN
ATAU PEMUNGUTAN
Pasal 12

Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang

mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipun-

gut lebih besar daripada pajak yang seharusnya
dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf ¢ dapat berupa:

a. pemotongan atau pemungutan Pajak Peng-
hasilan yang mengakibatkan Pajak Penghasi-
lan yang dipotong atau dipungut lebih besar
daripada Pajak Penghasilan yang seharusnya
dipotong atau dipungut;

b. pemotongan atau pemungutan Pajak Peng-
hasilan atas penghasilan yang diterima oleh
bukan subjek pajak;

c. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terha-

P
il




(2)

(1)

{2}

(3)

{4}

(8)
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dap bukan Pengusaha Kena Pajak yang lebih
besar daripada pajak yang seharusnya dipun-
gut; atau

d. pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Me-
wah yang lebih besar daripada pajak yang se-
harusnya dipungut.

Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang

bukan merupakan objek pajak sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 2 huruf d dapat berupa:

a. pemotongan atau pemungutan Pajak Peng-
hasilan yang seharusnya tidak dipotong atau
tidak dipungut;

b. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang
seharusnya tidak dipungut; atau

c. pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Me-
wah yang seharusnya tidak dipungut.

Pasal 13
Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pe-
mungutan pajak terkait dengan Pajak Penghasi-
lan, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau ti-
dak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh
Waijib Pajak yang dipotong atau dipungut dengan
mengajukan permohonan.
Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pe-
mungutan pajak terkait dengan Pajak Pertamba-
han Nilai, pajak yang seharusnya tidak dipungut
tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang
dipungut, sepanjang pihak yang dipungut bukan
Pengusaha Kena Pajak, dengan mengajukan per-
mchonan.
Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pe-
mungutan pajak terkait dengan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, pajak yang seharusnya ti-
dak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh
pihak yang dipungut dengan mengajukan permo-
honan.
Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau
pemungutan pajak terhadap Subjek Pajak Luar
Negeri yang memiliki bentuk usaha tetap di Indo-
nesia, pajak yang seharusnya tidak dipoctong atau
tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali
oleh Subjek Pajak Luar Negeri tersebut melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia dengan mengaju-
kan permohonan.
Dalam hal terjadi kesalahan pematongan atau
pemungutan pajak terhadap Subjek Pajak Luar
Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap

(8)

(7)

(1)

{2)

{3)

(4)

(5)

di Indonesia, pajak yang seharusnya tidak dipo-
tong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta
kembali oleh Subjek Pajak Luar Negeri tersebut
melalui Wajib Pajak yang melakukan pemotongan
atau pemungutan dengan mengajukan permo-
honan. |

Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau
pemungutan pajak terhadap orang pribadi atau
badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Po-
kok Wajib Pajak, pajak yang seharusnya tidak di-
potong atau tidak dipungut tersebut dapat dimin-
ta kembali cleh orang pribadi atau badan tersebut
melalui Wajib Pajak yang melakukan.pemotongan
atau pemungutan dengan mengajukan permo-
honan.

Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemoto-
ngan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) tidak dapat ditemukan
yang disebabkan antara lain karena pembubaran
usaha, permohonan diajukan secara langsung
oleh pihak yang dipotong atau dipungut.

Pasal 14

Permohonan pengembalian sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 13 diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia.
Permohonan pengembalian harus ditandatangani
oleh Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 13.
Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bu-
kan Waijib Pajak atau pihak sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2), permohonan harus dilampiri
dengan surat kuasa khusus sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Permohonan pengembalian sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2}, dan ayat

(3) harus dilampiri dengan dokumen berupa:

a. asli bukti pemotongan atau permungutan pa-
jak, atau Faktur Pajak, atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan Faktur Pajak;

b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak
terutang; dan

c. alasan permochonan pengembalian atas kelebi-
han pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang.

Permohonan pengembalian yang diajukan oleh

Sﬁbiek Pajék Luar Negeri yang memiliki bentuk
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(6)

{7}

usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud |

dalam Pasal 13 ayat (4} harus dilampiri dengan

dokumen berupa:

a. asli bukti pemotongan atau pemungutan pa-
jak;

b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak
terutang;

c. alasan permohonan pengembalian atas kelebi-
han pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang; dan

d. surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri
bahwa pajak yang dimintakan pengembalian
belum diperhitungkan dengan pajak yang teru-
tang di luar negeri dan/atau belum dibebankan
sebagai biaya dalam penghitungan penghasi-
lan kena pajak di fuar negeri.

Permohonan pengembalian yang diajukan -oleh

Whajib Pajak yang melakukan pemotongan atau

pemungutan yang bertindak untuk dan atas nama

Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (5) harus dilampiri dengan

dokumen berupa:

a. asli bukti pemotongan atau pemungutan pa-

jak;

b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak
terutang;

c. alasan permohonan pengembalian atas kelebi-
han pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang;

d. surat permohonan dari Subjek Pajak Luar Neg-
eri; .

€. surat kuasa dari Subjek Pajak Luar Negeri
yang dipotong atau dipungut kepada Wajib
Pajak yang melakukan pemotongan atau pe-
m~ungutan; dan

f. surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri
bahwa pajak yang dimintakan pengembalian
belum diperhitungkan dengan pajak yang teru-
tang di luar negeri dan/atau belum dibebankan
sebagai biaya dalam penghitungan penghasi-

. lan kena pajak di luar negeri.

Permohonan pengembalian yang diajukan oleh

Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau

pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang

melakukan pemungutan yang bertindak untuk
dan atas nama orang pribadi atau badan yang ti-
dak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Waijib Pa-
jak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(8)

(9)

{6) harus dilampiri dengan dokumen berupa:

a. asli bukti pemotongan atau pemungutan pa-
jak, atau Faktur Pajak atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan Faktur Pajak;

b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak
terutang; _

c. alasan permohonan pengembalian atas kelebi-
han pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang; dan '

d. surat kuasa dari pihak yang dipotong atau
dipungut kepada Waijib Pajak yang melaku-
kan pemotongan atau pemungutan atau Pen-
gusaha Kena Pajak yang melakukan pemung-
utan.

Dalam hai pemotong atau pemungut tidak dapat
ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (7) dan pihak yang dipotong atau dipun-
gut merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang
tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia,
permohonan dilakukan secara langsung oleh Sub-
jek Pajak Luar Negeri tersebut dan harus dilampiri
dengan dokumen berupa:

a. asli bukti pemotongan atau pemungutan pa-
jak; !

b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak
terutang; i

¢. alasan permohonan pengembalian atas kelebi-
han pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang; dan .

d. surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri
bahwa pajak yang dimintakan pengembalian
belum diperhitungkan dengan pajak yang teru-
tang di luar negeri dan/atau belum dibebankan
sebagai biaya dalam penghitungan penghasi-
lan kena pajak di iuar negeri.

Dalam hal pemotong atau pemungut tidak dapat

ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (7) dan pihak yang dipotong atau dipun-

gut merupakan orang pribadi atau badan yang

tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pa-
jak, permohonan dilakukan secara langsung oleh

orang pribadi atau badan tersebut dan harus di-

tampiri dengan dokumen berupa:

a. asli bukti pemotongan atau pemungutan pa-
jak, atau Faktur Pajak atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan Faktur Pajak;

b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak
terutang; dan
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¢. alasan permohonan pengembalian atas kelebi-
han pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang.

(10) Permahonan pengembalian sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 13 ayat (1}, ayat (2), dan ayat
(3} disampaikan secara langsung ke Kantor Pelay-
anan Pajak tempat Wajib Pajak yang dipotong
atau dipungut terdaftar dan kepada pemohon di-
berikan bukti penerimaan surat.

{11) Permohonan pengembalian sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 13 ayat {4) disampaikan secara
langsung ke Kantor Pelayanan Pajak teh’npat ben-
tuk usaha tetap terdaftar dan kepada pemohon
diberikan bukti penerimaan surat.

{12} Permohonan pengembalian sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 13 ayat (5), ayat (6), dan ayat
(7) disampaikan secara langsung ke Kantor Pelay-
anan Pajak tempat Wajib Pajak yang melakukan
pemotongan atau pemungutan terdaftar atau
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemung-
utan dikukuhkan dan kepada pemohon diberikan
bukti penerimaan surat.

{13} Selain penyampaian permohonan sebagaimana

_dimaksud pada ayat {10}, ayat (11), dan ayat
{12), permohonan dapat disampaikan melalui:
a. pos dengan bukti pengiriman surat; atau
b. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir den-
gan bukti pengiriman surat.

{14} Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman su-
rat sebagaimana dimaksud pada ayat (10}, ayat
(11}, ayat (12), atau ayat (13) merupakan bukti
penerimaan surat permohonan.

Pasal 15
{1} Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pem-
bayaran pajak berdasarkan permnohonan pengem-
balian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
{2) Dalam rangka meneliti kebenaran pembayaran
pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta do-
kumen dan/atau keterangan kepada pemchon.
{3) Hasil penelitian berupa pengembalian terkait den-
gan pemotongan atau pemungutan Pajak Peng-
hasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) diberikan dalam hal memenuhi ketentu-
an:
a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah di-
setor ke kas negara;
b. dalam hal pajak yang telah disetor sebagaima-

{4)

na dimaksud pada huruf a terkait dengan
pemotongan atau pemungutan yang bersifat
tidak final, Pajak Penghasilan tersebut tidak
dikreditkan pada SPT Tahunan Pajak Peng-
hasilan Wajib Pajak yang dipotong atau dipun-
gut;

c. pajak yang dipotong atau dipungut telah dil-
aporkan oleh pemotong atau pemungut dalam
SPT Masa Wajib Pajak pemotong atau pemun-
gut; dan

d. pajak yang dipotong atau dipungut tidak diaju-
kan keberatan oleh Waijib Pajak yang dipotong
atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat {1} huruf e Undang-Undang
KUP.

Hasil penelitian berupa pengembalian terkait den-

gan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2} di-

berikan dalam hal memenuhi ketentuan:

a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah di-
setor ke kas negara;

b. pajak yang telah disetor sebagaimana dimak-
sud pada huruf a tidak dikreditkan dalam SPT
Masa PPN, tidak dibebankan sebagai biaya
dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, atau
tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan;

c. pajak yang dipungut telah dilaporkan oleh pe-
mungut dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak pe-
mungut; dan

d. pajak yang dipungut tidak diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak yang dipungut-sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1} huruf e Un-
dang-Undang KUP. "

Hasil penelitian berupa pengembalian terkait den-

gan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang

‘Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (3} diberikan dalam hal memenuhi ketentu-

an:

a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah di-
setor ke kas negara;

b. pajak yang telah disetor sebagaimana dimak-
sud pada huruf a tidak dibiayakan dalam SPT
Tahunan Pajak Penghasifan Wajib Pajak yang
dipungut atau tidak dikapitalisasi dalam harga
perolehan;

c. pajak yang dipungut telah dilaporkan oleh pe-
mungut dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak pe-
mungut; dan
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nama orang pribadi atau badan yang ditunjuk se-
bagaimana dimaksud pada ayat (3}, Subjek Pajak
Luar Negeri menyampaikan surat penunjukan no-
mor rekening bank di Indonesia kepada Direktur
Jenderal Pajak.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS KELEBIHAN PEMOTONGAN
ATAU PEMUNGUTAN TERKAIT PENERAPAN P3B
Pasal 18
Kelebihan pemotongan atau pemungutan Pa-
jak Penghasilan terkait penerapan P3B sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf e disebabkan:

a. kesalahan penerapan P3B;
.  keterlambatan pemenuhan persyaratan admi-

nistratif untuk menerapkan P3B setelah terjadi
pemotongan atau pemungutan; atau
c. Persetujuan Bersama.

Pasal 19
{1} Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan atau
pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Subjek

Pajak Luar Negeri yang memiliki bentuk usaha
tetap di Indonesia, pajak yang dipotong atau
dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh
Subjek Pajak Luar Negeri yang dipotong atau di-
pungut melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
dengan mengajukan permohonan.

(2) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan atau
pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Subjek
Pajak Luar Negeri yvang tidak memiliki bentuk
usaha tetap di Indonesia. pajak yang dipotong
atau dipungut tersebut dapat diminta kembali
cleh Subjek Pajak Luar Negeri yang dipotong atau
dipungut melalui Wajib Pajak yang melakukan
pemotongan atau pemungutan dengan mengaju-
kan permohonan.

{(3) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemoto-
ngan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat ditemukan yvang dise-
babkan antara lain karena permbubaran wusaha,

{2)

{3)

(4)

{(5)

CEITTTOTIVIIJN  PETYETTTDandrn sevaganmana anmak-
sud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia.
Permohonan pengembalian harus ditandatangani
oleh Wajib Pajak atau pihak yang mengajukan
permohonan sebagaimana dimaksud ‘dalam Pasal
19. , '
Dalam hal permoheonan ditandatangani oleh bu-
kan Waijib Pajak atau pihak sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2), permohonan harus dilampiri
dengan surat kuasa khusus sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
Permohonan pengembalian yang diajukan oleh
Subjek Pajak Luar Negeri melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) harus dilampiri dengan doku-
men berupa:
d. asli bukti pemotongan atau pemungutan pa-
iak;
b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak
terutang;
¢. alasan permchonan pengembalian atas kelebi-
han pembayaran pajak yang seharusnya tidak

terutang;

d. surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri
bahwa pajak yang dimintakan pengembalian
belum diperhitungkan dengan pajak yang teru-
tang di luar negeri dan/atau belum dibebankan
sebagai biava dalam penghitungan penghasi-
lan kena pajak di luar negeri;

e. SKD Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan;

f. fotokopi Persetujuan Bersama, dalam hal kele-
biban pemotongan atau pemungutan disebab-
kan adanya Persetujuan Bersama sebagaima-

- na dimaksud dalam Pasal 18 huruf c; dan

g. dokumen pendukung bagi Subjek Pajak Luar
Negeri yang menerima atau memperoleh
penghasilan terkait dengan P3B.

Permohonan pengembalian yang diajukan oleh

Waijib Pajak yang melakukan pemotongan atau
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()

(7

(8)

(9)

{(10)

d. pajak yang dipungut tidak diajukan keberatan’

oleh Wajib Pajak yang dipungut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Un-
dang-Undang KUP.

Hasil penelitian berupa pengembalian terkait den-

- gan kesalahan pemotongan atau pemungutan pa-

jak terhadap-Subjek Pajak Luar Negeri sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 13 ayat {4} dan ayat (5)

diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:

a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah di-
setory ke kas negara;

b. pajak yang dipotong atau dipungut telah dil-
aporkan dalam SPT Masa Wajib Pajak pemo-
tong atau pemungut;

c. pajak yang telah disetor sebagaimana dimak-
sud pada huruf a tidak diperhitungkan dengan
pajak Subjek Pajak Luar Negeri yang terutang
di luar negerif dan

d. pajak yang telah disetor sebagaimana dimak-
sud pada huruf a tidak dibebankan sebagai
biaya dalam penghitungan penghasilan kena
pajak Subjek Pajak Luar Negeri di luar negeri.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian

terdapat kelebihan pembayaran pajak yang se-

harusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan SKPLB.

Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian ti-

dak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang

seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pa-
jak menyampaikan surat pemberitahuan peno-
lakan kepada pemohon.

Dalam hal atas permohonan kelebihan pem-

bayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

telah diterbitkan SKPLB terhadap Subjek Pajak

Luar Negeri, Direktur Jenderal Pajak mengirim-

kan informasi kepada otoritas perpajakan negara

domisili Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bi-
dang perpajakan.

(2)

(1}

{2)

potong atau dipungut merupakan:

a. Wajib Pajak;

b. Subjek Pajak Luar Negeri yang memiliki ben-
tuk usaha tetap di Indonesia; atau

c. orang pribadi atau badan yang tidak diwajib-
kan memiliki Nomor Pockok Wajib Pajak atau
Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki
bentuk usaha tetap di Indonesia, dan per-
mohonannya diajukan oleh Wajib Pajak yang
melakukan pemotongan atau pemungutan.

Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemoto-

ngan atau pemungutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ tidak dapat ditemukan, SK-

PLB diterbitkan atas nama pihak yang dipotong

atau dipungut, dengan mengisi kolom Nomor Po-

kok Waijib Pajak dengan ketentuan sebagai beri-
kut:

a. pada 9 {sembilan) digit pertama dicantumkan
angka O {nol);

b. pada 3 {tiga) digit berikutnya dicantumkan
angka kode Kantor Pelayanan Pajak tempat
permohonan diajukan; dan

c. pada 3 (tiga} digit terakhir dicantumkan angka
0 (nol).

Pasal 17

Pengembalian pajak yang seharusnya tidak teru-
tang atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal .16 ayat (1) dilakukan melalui penerbitan
SPMKP sesuai dengan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan yang mengatur tentang tata
cara penghitungan dan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.

Dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut
merupakan orang pribadi atau badan yang tidak
diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,
pengembalian pajak atas SKPLB sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui
penerbitan SPMKP ke rekening bank di Indonesia
dalam mata uang Rupiah atas nama orang pribadi
atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak.
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(6)

-

pemungutan yang bertindak untuk dan atas nama

Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat {2) harus dilampiri dengan

dokumen berupa:

a. asli bukti pemotongan atau pemungutan pa-
jak;

b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak
terutang;

c. alasan permohonan pengembalian atas kelebi-
han pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang;

d. surat permohonan dari Subjek Pajak Luar Neg-
eri;

e. surat kuasa dari Subjek Pajak Luar Negeri
yang dipotong atau dipungut kepada Wajib
Pajak yang melakukan pemotongan atau pe-
mungutan;

f. surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri
bahwa pajak yang dimintakan pengembalian
belum diperhitungkan dengan pajak yang teru-
tang di luar negeri dan/atau belum dibebankan
sebagai biaya dalam penghitungan penghasi-
lan kena pajak di luar negeri;

g. SKD Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpaiakan;‘

h. fotokopi Persetuiuan Bersama, dalam hal kele-
bihan pemotongan atau pemunguian disebab-

Dalam hal pemotong atau pemungut tidak dapat

ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasai
A0 ngat D), parmaakhamnan Ailabidsan annnra lang
sung oleh Subjek Pajak Luar Negeri dan harus di-
lambiri denaan dekumen berupa:
a. asli bukti pemotongan atau pemungutan pa-
iak" ’
b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak
terutana; _ :
c. alasan permohonan pengembalian atas kelebi-
han pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang;

d. surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri

(7)

(8)

(9)

(1)

{2)

{3)

bahwa pajak yang dimintakan pengembalian
belum diperhitungkan dengan pajak yang teru-
tang di luar negeri dan/atau belum dibebankan
sebagai biaya dalam penghitungan penghasi-
lan kena pajak di luar negeri;

e. SKD Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan;

f. fotokopi Persetujuan Bersama, dalam hal kele-
bihan pemotongan atau pemungutan disebab-
kan adanya Persetujuan Bersama sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 18 huruf c; dan

g. dokumen pendukung bagi Subjek Pajak Luar
Negeri
penghasilan terkait dengan P3B.

yang menerima atau memperoleh

Permohonan pengembalian sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19 ayat (1} disampaikan secara
langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ben-
tuk usaha tetap terdaftar dan kepada pemohon
diberikan bukti penerimaan surat.

Parmaohonan pengembalian sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19 ayat {2) dan ayat (3) dis-
ampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat Wajib Pajak yang melakukan pemo-
tongan atau pemungutan terdaftar dan kepada
pemohon diberikan bukti penerimaan surat.
Selain penyampaian permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), permo-
rat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat
(8), atau ayat (9) merupakan bukti penerimaan

citrat parmahnanan

Pasal 21
Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pem-

bavaran naiak berdasarkan permohonan penaem-
balian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Dalam rangka meneliti kebenaran' pembayaran
pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta do-
kumen dan/atau keterangan kepada pamohon.

Hasil penelitian berupa pengembalian diberikan
dalam. hal memenuhi ketentuan:
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a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah di-
setor ke kas negara;

b. pajak yang dipotong atau dipungut telah dil-
aporkan dalam SPT Masa Wajib Pajak pemo-
tong atau pemungut;

c. pajak yang telah disetor sebagaimana dimak-
sud pada huruf a tidak diperhitungkan dengan
pajak Subjek Pajak Luar Negeri yang terutang
di luar negeri;

d. pajak yang telah disetor sebagaimana dimak-

- sud pada huruf a tidak dibebankan sebagai
‘ biaya dalam penghitungan penghasilan kena

pajak Subjek Pajak Luar Negeri di luar negeri;
~dan

e. tidak ditemukan adanya penyalahgunaan P3B
oleh Subjek Pajak Luar Negeri, dalam hal per-
mohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 huruf a dan huruf b.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian
terdapat kelebihan pembayaran pajak yang se-
harusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan SKPLB.
Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian ti-
dak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang
seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pa-
jak menyampaikan surat pemberitahuan peno-
lakan kepada pemahon.
Dalam hal atas permohonan kelebihan pem-
bayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
telah diterbitkan SKPLB, Direktur Jenderal Pajak
mengirimkan informasi kepada otoritas perpa-
jakan negara domisili Subjek Pajak Luar Negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Pasal 22
SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (5) diterbitkan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan yang mengatur ten-

tang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak

dan surat tagihan pajak dalam hal pihak yang di-
potong atau dipungut merupakan: .
a. Subjek Pajak Luar Negeri yang memiliki ben-

tuk usaha tetap di Indonesia; atau

{2)

(1)

{2)

(3)

b. Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memi-
liki bentuk usaha tetap di Indonesia dan per-
mchonannya diajukan oleh Wajib Pajak yang
melakukan pemgtongan atau pemungutan.

Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemoto-

ngan atau pemungutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b tidak dapat ditemukan,

SKPLB diterbitkan atas nama Subjek Pajak Luar

Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di

Indonesia dengan mengisi koclom Nomor Pokok

Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pada 9 isembilan) digit pertama dicantumkan
angka 0 (nal};

b. pada 3 (tiga) digit berikutnya dicantumkan
angka kode Kantor Pelayanan Pajak tempat
permohonan diajukan; dan

c. pada 3 (tiga) digit terakhir dicantumkan angka
0 (nol).

Pasal 23
Pengembalian pajak yang seharusnya tidak teru-
tang atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1} dilakukan melalui penerbitan
SPMKP sesuai dengan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan.yang mengatur tentang tata
cara penghitungan dan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.
Pengembalian pajak yang seharusnya tidak teru-
tang atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) dilakukan melalui penerbitan
SPMKP ke rekening bank di Indonesia dalam mata
uang Rupiah atas nama Subjek Pajak Luar Negeri
yvang berkenaan atau orang pribadi atau badan
yang ditUnjuk oleh Subjek Pajak Luar Negeri.
Dalam hal pengembalian pajak melalui penerbi-
tan SPMKP ke rekening bank di Indonesia atas
nama orang pribadi atau badan yang ditunjuk se-
bagaimana dimaksud pada ayat {2), Subjek Pajak
Luar Negert menyampaikan surat penunjukan no-
mor rekening bank di Indonesia kepada Direktur
Jenderal Pajak.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Dokumen berupa :
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a. permohonan pengembalian atas kelebihan pem-
bayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 4 ayat (3}, Pasal 9 ayat (3}, Pasal 14 ayat (1),
dan Pasal 20 ayat (1);

b. permohonan pengembalian atas kelebihan pem-
bayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) yang diajukan oleh Wajib Pajak
yvang melakukan pemotongan atau pemungutan
yang bertindak atas nama pihak yang. dipotong
atau dipungut;

c. surat kuasa dari orang pribadi atau badan yang
tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pa-
jak kepada pemotong atau pemungut sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 14 ayat {7) huruf d;

d. surat permohonan dari Subjek Pajak Luar Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6)
huruf d, dan Pasal 20 ayat (5) huruf d;

e. surat kuasa dari Subjek Pajak Luar Negeri yang
dipotong atau dipungut kepada Waijib Pajak yang
melakukan pemotongan atau pemungutan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6)
huruf e dan Pasal 20 ayat (5) huruf e;

f. dokumen pendukung bagi Subjek Pajak Luar
Negeri yang menerima atau memperoleh peng-
hasilan terkait dengan P3B sebagaimana dimak-
~sud dalam Pasal 20 ayat {4} huruf g, ayat (5]
huruf i, dan ayat (6) huruf g;

g. laporan hasil penelitian permohonan pengem-

balian atas kelebihan pembayaran pajak seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal
10 ayat (4), Pasal 15 ayat (7), dan Pasal 21 ayat
(4);

h. surat pemberitahuan penoclakan permchonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak
vang seharusnya tidak terutang sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 5 ayat {6), Pasal 10 ayat (6),
Pasal 15 ayat {9}, dan Pasal 21 ayat {6}; dan

i. surat penunjukan nomor rekening bank di Indone-
sia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
{4) dan Pasal 23 ayat (3),

| dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
terhadap permohonan pengembalian kelebihan pem-
bayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang
diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
dan belum diterbitkan SKPLB atau surat pemberita-
huan penolakan, proses penyelesaian permohonan
tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaima-
na diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.C3/2013
tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pem-
bayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, di-
cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
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